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18% responden ndonesia mengakui perubahan iklim memang 
terjadi, "tetapi tidak disebabkan oleh ulah manusia,” Arab Saudi 
(15 %), dan Amerika Serikat (13 %)

Kenapa Indonesia Juara?



• 17% responden di Amerika Serikat menyatakan, “pemanasan 
global buatan manusia merupakan hoaks yang diciptakan 
untuk menipu masyarakat."  

• Penyangkalan meningkat seiring bertambahnya usia dan juga 
ideologi politik konservatif. Sebanyak 52 persen orang 
Amerika yang menyebut diri mereka "sangat sayap kanan" 
menegaskan bahwa pemanasan global adalah tipuan.  

• Sikap ini mengamplifikasi pandangan Presiden Amerika 
Serikat Donald Trump, yang menyebutkan bahwa perubahan 
iklim merupakan rekayasa China (BBC, 26 November 2018). 

• Kalangan politisi di Amerika, terutama dari Partai Republik, 
dan agamawan berkontribusi besar terhadap menguatnya 
penolakan sains yang belakangan menguat di negeri itu, 
seperti ditunjukkan oleh survei Pew Research Center/PRC 
(2015). 

Penyangkalan Sains di Amerika







Perubahan iklim bukan isu seksi di 
Indonesia



Artikel ttg Perubahan iklim di Harian 
Kompas

4

125

0

175

350

525

700

1988 1998 2008 2018

630

435

Isu perubahan iklim cenderung stand alone, belum dikaitkan 
dengan berbagai persoalan lain

• Isu pangan pada 
2018: 1278 

• pangan + perubahan 
iklim: 78 

• Isu banjir pada 2018: 
908 

• banjir+ perubahan 
iklim: 61



Tantangan di Indonesia

• Rendahnya literasi publik berkontribusi terhadap rendahnya 
pemahaman tentang perubahan iklim di Indonesia 

• Perubahan iklim belum menjadi isu seksi di media massa 
• Krisis kepercayaan terhadap media mainstream 
• Menguatnya fenomena post-thruth, daya tarik emosional lebih 

berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada fakta 
obyektif, 

• Fenomena anti-sains dan maraknya hoax yang diinisiasi 
politisi (tidak percaya survei, teori konspirasi, dll) dan 
agamawan (anti-imunisasi, dll) 



Jajak pendapat Litbang Kompas, 13-14 
Februari 2019, 620 responden di 17 
kota: 51,8 persen responden 
menganggap isu pangan paling penting 
untuk diselesaikan oleh capres dan 
cawapres terpilih. Diikuti, secara 
berturut-turut, persoalan infrastruktur 
(15,3 persen), sumber daya alam (12,1 
persen), lingkungan (10,5 persen), dan 
energi (5,5 persen) 

Isu lingkungan, termasuk 
perubahan iklim, tidak dianggap 
penting

Pangan Menjadi Fokus Publik
Dari lima tema dalam debat capres nanti, tema yang dinilai paling
penting diselesaikan oleh capres dan cawapres terpilih

Metode Jajak Pendapat: Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas
pada 13-14 Februari 2019. Sebanyak 620 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga
dipilih secara acak bertingkat di 17 kota besar di Indonesia, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang,
Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Manado,
Makassar, Ambon, dan Jayapura. Jumlah responden ditentukan secara proporsional di tiap kota.
Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan ± 3,9 persen. Meskipun
demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini mencerminkan
pendapat masyarakat sesuai karakteristik responden di 17 kota besar.

Sumber: Litbang Kompas
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INFOGRAFIK: DIMAS

Dari seluruh responden, hanya 1% memilih “Mencegah kerusakan 
lingkungan hidup” sebagai faktor paling penting dalam memilih capres 
(Survei CSIS, Maret 2019).

Ada gap antara diskursus isu lingkungan di hidup di 
tingkat teknokratis dan di level masyarakat. 



Data UNESCO 2012, indeks minat baca di Indonesia 0,001 
(1:1000). Dalam World’s Most Literate Nations (2016), 
Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 61 negara yang 
disurvei, hanya di atas Botswana. 

Menurut survei OECD PIAAC, 2016, kemampuan literasi 
orang Jakarta dewasa (25-65 tahun) lulusan SMA, lebih 
rendah dibandingkan masyarakat Eropa di tingkat SD. 
Kemampuan literasi ini paling rendah dari 34 negara yang 
disurvei. 

Survei PIAAC terkonfirmasi dengan studi Linking the 
National Plans for Acceleration and Expansion of Economic 
Development to Programming in the Education Sector. Dari 
perusahaan yang disurvei, 92 persen mengeluhkan 
pekerjanya yang sangat lemah membaca, dan 90 persen 
dalam menulis (Brodjonegoro, 2016).

Bahaya Tuna Literasi



Sebanyak 771 hoax telah diidentifikasi KOMINFO sepanjang Agustus 2018 hingga 
Februari 2019.



Kesimpulan

• Wacana perubahan iklim masih elitis dan teknokratis 

• Dibutuhkan upaya membumikan wacana perubahan iklim ini, 
dalam berbagai persoalan lain 

• Membangun wacana perubahan iklim tidak bisa dipisahkan 
dengan meningkatkan literasi publik terhadap sains


